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Abstract. This study aims to analyze the implementation of the responsibilities of the village head and village
government in carrying out sustainable development programs through waste bank management in accordance
with the provisions of the applicable laws and regulations, with a case study in Pematang Johar Village, Labuhan
Deli District, Deli Serdang Regency. The research employs a normative-empirical method with a qualitative
approach to provide an in-depth analysis of both legal aspects and their practical implementation. The data used
consist of primary and secondary sources, collected through observation, interviews, and documentation. Data
were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data display, and
verification or conclusion drawing. The findings indicate that the discontinuation of sustainable development
programs in waste bank management has created complex and detrimental impacts on community life. The study
further reveals that the responsibilities assumed by the village government have not been optimally fulfilled to
ensure the success of the program. Beyond the issue of government accountability, limited allocation of village
funds has hindered program implementation. Consequently, the program has gradually imposed greater burdens
on the community, as operational costs remain largely the responsibility of local residents.

Keywords: Circular economy, Government responsibility; Sustainable development; Village funds; Waste
management.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan tanggung jawab kepala desa dan
pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan bank sampah sesuai
dengan ketentuan peraturan Undang-undang yang telah di tetapkan, dengan fokus studi kasus di Desa Pematang
Johar Kec Labuhan Deli Kab Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan
pendekatan kualitatif untuk mendapatkan analisis mendalam terhadap aspek hukum dan implementasinya di
lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang
digunakan adalah model interaktif Miles dan Hubermen, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan
Verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terhentinya pelaksanaan
program pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan bank sampah memberikan dampak nyata yang kompleks
dengan merugikan bagi kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab
yang diberikan oleh pihak pemerintah desa masih belum maksimal untuk dapat dijadikan sebagai jaminan
keberhasilan sebuah program. Faktor utama selain tanggung jawab pemerintah desa, juga terdapat minimnya
pengalokasian dana desa yang dapat mendukung keberhasilan program tersebut, kemudian program tersebut
perlahan menjadikan masyarakat semakin terbebani akibat biaya operasional yang masih menjadi tanggungan
oleh masyarakat.

Kata Kunci: Dana desa; Ekonomi sirkular; Pembangunan berkelanjutan; Pengelolaan sampah; Tanggung jawab
pemerintah.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang memenuhi
kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi
kebutuhan mereka sendiri. Ini berarti pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan,
sosial, dan ekonomi secara seimbang, sehingga dapat menjaga kelestarian sumber daya alam
dan kualitas hidup manusia untuk jangka panjang. Pembangunan yang berkelanjutan

merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kualitas hidup sambil tetap menjaga
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keseimbangan dengan ekosistem yang mendukung kehidupannya. Saat ini, isu pembangunan
yang berkelanjutan telah menjadi topik penting yang perlu terus disebarkan di tengah-tengah
masyarakat.

Pembangunan yang berkelanjutan juga memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar bagi
masyarakat serta memberikan banyak peluang bagi individu untuk meraih impian hidup yang
lebih baik tanpa mengorbankan generasi mendatang (Masruroh & Fardian, 2022).
Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
memenuhi kebutuhan, serta aspirasi manusia. Pada dasarnya, proses kemajuan suatu daerah
saling berkaitan dan saling memengaruhi dengan alam sekitar. Bagaikan sebuah kesatuan yang
utuh, keduanya tidak bisa dipisahkan. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencukupi keperluan pokok rakyat agar menjadi
lebih baik (Ivanna 2024).

Lingkungan yang bersih dan sehat adalah dasar bagi kualitas hidup masyarakat. D1 sisi
sosial, lingkungan yang bagus juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, menciptakan
tempat untuk interaksi sosial yang baik dan mendukung kegiatan produksi serta konsumsi yang
bertanggung jawab. Namun, pencemaran lingkungan telah menjadi isu serius di berbagai
daerah, termasuk Indonesia. Pencemaran lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi
iklim, cuaca, dan faktor alami lainnya, tetapi juga oleh tindakan manusia yang melakukan
aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan (Wahyudi, 2024).

Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia
yang telah dicantumkan dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap orang berhak merasakan
lingkungan yang bersih dan sehat, yang harus diimbangi dengan tanggung jawab masyarakat
terhadap lingkungan tersebut. Prinsip-prinsip pengelolaan yang baik seperti keterlibatan
masyarakat, keterbukaan, dan keadilan menjadi landasan untuk melibatkan masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan sesuai dengan hak, tanggung jawab, dan peran mereka. Prinsip
partisipatif ini juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang
mengatur dasar-dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Nababan, 2024).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa usaha yang terencana dan
menyeluruh perlu dilakukan untuk menjaga fungsi lingkungan dan mencegah adanya
pencemaran serta kerusakan. Pengelolaan lingkungan mencakup aspek-aspek seperti
perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum,
Upaya untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan harus dilakukan secara serius

dan terpadu, melalui berbagai kebijakan, regulasi, teknologi, dan edukasi (Junaidi; et al., 2023).
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Konsep keberlanjutan (sustainability) bukanlah hal yang asing dalam pengelolaan
sumber daya alam suatu negara. Ide ini muncul ketika dunia internasional mulai mengkaji
keterkaitan antara kondisi kehidupan dan kondisi lingkungan pada konferensi Stockholm, dan
menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk mengharmonisasikan kebutuhan
ekonomi serta sosial masyarakat dengan potensi sumber daya alam yang ada (Suharyani, 2023).
Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pendekatan strategis yang menekankan
keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, agar generasi sekarang dan
mendatang dapat menikmati kualitas hidup yang layak. Di tengah ancaman perubahan iklim
dan kerusakan lingkungan pendekatan ini semakin relevan, terutama di tingkat lokal seperti
desa.

Jika diperhatikan diberbagai tempat baik tingkat kota maupun desa keduanya memang
sudah menerapkan beberapa program yang menekankan pembangunan yang berbasis
berkelanjutan dengan harapan tentu dapat memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan
sekitar, meskipun desa memiliki potensi besar untuk pembangunan berkelanjutan
(Hadiningrum., 2023). Pembangunan berkelanjutan sebenarnya dapat diterapkan di berbagai
tingkatan, termasuk di kota dan desa. Namun, fokus pembangunan berkelanjutan di desa
seringkali lebih menekankan pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Desa sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil memiliki fungsi yang sangat penting
dalam penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, salah satunya dengan
pengelolaan sampah yang baik (Halking., 2024). Seperti yang kita ketahui sampah ialah benda
atau barang yang sudah tidak terpakai lagi dan dilempar karena dianggap tidak berguna (Ivanna
& Nisa, 2024). Sampah adalah sisa-sisa bahan yang sudah tidak terpakai lagi, baik karena telah
sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada
manfaatnya lagi yang ditinjau dari segi sosial ekonimis tidak ada harganya dan dari segi
lingkungan juga dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup
(Yanti, 2023).

Salah satu pendekatan terbaru dalam pengelolaan sampah yang berhubungan dengan
pembangunan berkelanjutan adalah konsep ekonomi sirkular, dimana model pendekatan ini
merupakan salah satu model ekonomi yang ditawarkan kepada dunia. Yaitu suatu sistem
ekonomi yang menitikberatkan pada pengurangan limbah melalui penggunaan kembali, daur
ulang, dan pemanfaatan produk hingga akhir siklus hidupnya. Pemerintah Indonesia telah

mengeluarkan kebijakan untuk mendorong penerapan mengenai ekonomi sirkular guna untuk
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mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas
lingkungan hidup (Fasa, 2021).

Memanfaatkan model ekonomi yang disediakan, yaitu model ekonomi sirkular, dalam
model ini barang yang sudah dipakai bisa diolah ulang (Reduce, Reuse, Recycle, Replace,
Repair). Limbah tersebut diproses kembali sehingga mengurangi efek negatif dari limbah
berbahaya bagi lingkungan dan dapat dimanfaatkan lagi sebagai produk baru atau sebagai
bahan dasar untuk produk lainnya. Konsep ekonomi sirkular bisa dianggap sebagai lawan dari
ekonomi produksi yang fokus pada perhitungan linier. Akibatnya, terdapat elemen-elemen
yang tertekan karena produksi yang dilakukan tanpa henti (Purwanti, 2021).

Ekonomi sirkular secara langsung berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dengan
mengurangi karbon dioksida (CO2), limbah, serta polusi. Dengan menerapkan model siklus
tertutup, limbah dari satu aktivitas bisa digunakan sebagai bahan baku untuk aktivitas lainnya,
sehingga mengurangi beban pada sumber daya alam. Selain itu, transisi ke sumber energi
terbarukan yang didorong oleh ekonomi sirkular berkontribusi pada pencapaian tujuan aksi
iklim dan perlindungan ekosistem darat dan laut (Kristianto 2025).

Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang merupakan
salah satu desa yang pernah berhasil menerapkan berbagai program yang dapat mengelola
sampah rumah tangga yang berbasis ekonomi sirkular. Hal ini terlihat dari adanya program
bank sampah yang sebelumnya berjalan cukup baik dan aktif dalam mengedukasi serta
memberdayakan masyarakat dalam memilah dan menabung sampah anorganik. Selain itu,
terdapat pula inisiatif seperti pembuatan ecobrick, serta pengembangan wisata sawah yang
tidak hanya meningkatkan potensi ekonomi desa, tetapi juga menumbuhkan rasa kepedulian
terhadap lingkungan.

Meskipun Undang-Undang No 32 Tahun 2009 telah memberikan kerangka hukum yang
jelas mengenai perlindungan dan pengelolaan linkungan hidup, namun masih saja terdapat
beberapa permasalahan yang ada telebih dalam beberapa waktu terakhir program bank sampah
yang sebelumnya menjadi salah satu ujung tombak dalam upaya pengelolaan sampah berbasis
masyarakat di Desa Pematang Johar mengalami penurunan efektivitas hingga akhirnya
diberhentikan.

Terhentinya beberapa program tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan
yang dihadapi, seperti belum optimalnya kesinambungan dukungan baik dari sisi sumber daya
manusia maupun pendanaan, lemahnya sistem perencanaan dan evaluasi berkala, serta kurang
terintegrasinya program dengan kegiatan pembangunan desa secara menyeluruh. Meskipun

partisipasi masyarakat pada awal pelaksanaan program cukup menggembirakan, kurangnya
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strategi pelibatan berkelanjutan dan minimnya penguatan kapasitas masyarakat turut menjadi
faktor yang memengaruhi keberlangsungan program ini.

Kondisi ini tentu menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah desa, khususnya kepala
desa, dalam mengemban tanggung jawabnya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan
yang ramah lingkungan dan berpihak pada kesejahteraan warga. Padahal, berbagai program
seperti bank sampah dan kegiatan berbasis ekonomi sirkular sebelumnya telah terbukti
memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran lingkungan, pengurangan volume
sampah, serta menumbuhkan nilai ekonomi baru bagi masyarakat. Namun seiring dengan
berjalan-nya waktu berbagai program tersebut tidak lagi dapat dijalankan baik oleh pemerintah
desa maupun masyarakat yang sebelumnya turut serta dalam proses pembuatan program-
program tersebut.

Latar belakang penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab
kepala desa serta antusias masyarakat dalam mengelola serta memberikan perlindungan
terhadap lingkungan dengan memberikan konsep pembangunan berkelanjutan yang
berlandaskan ekonomi sirkular di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten
Deli Serdang yang dapat meningkatkan serta mendukung aktivitas masyarakat. Namun dalam
pelaksanaan-nya, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang ada terlebih dengan adanya
program bank sampah tersebut serta program ecobrik yang telah ada sebelumnya, malah
dengan sebaliknya program tersebut tidak memberikan dampak yang positif dalam jangka
waktu yang berkelanjutan. Hal ini menarik untuk diteliti karena hak masyarakat serta
pemerintah desa seharusnya memang mendapatkan lingkungan sekitar yang baik serta layak
dijadikan tempat tinggal.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana peran dan tanggung jawab
kepala desa dalam memastikan kelangsungan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan
sampah berbasis ekonomi sirkular.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
"Analisis Tanggung Jawab Kepala Desa dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Ekonomi
Sirkular dalam Pengelolaan Sampah (Studi di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli,

Kabupaten Deli Serdang)".
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2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang
berfungsi sebagai peta jalan penelitian untuk mengarahkan proses pengumpulan dan analisis
data. Desain penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan realitas empiris di
balik fenomena pembangunan berkelanjutan melalui penerapan ekonomi sirkular dalam
pengelolaan sampah. Penelitian hukum normatif-empiris digunakan sebagai kerangka analisis,
karena mengkaji norma hukum yang berlaku sekaligus implementasinya dalam praktik di
masyarakat, khususnya mengenai tanggung jawab kepala desa dalam pelaksanaan program
berkelanjutan. Penelitian dilakukan di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang, yang dipilih karena relevan dengan fokus kajian serta memudahkan
peneliti memperoleh data lapangan yang komprehensif (Sugiyono, 2017; Muhaimin, 2020;
Wahyudi, 2024).

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yakni pemilihan
informan secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan
penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Pematang Johar, kepala
dusun yang telah menerapkan program berkelanjutan, serta masyarakat yang terlibat langsung
dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Jumlah informan sebanyak 10
orang, terdiri atas 2 perangkat desa dan 8 anggota masyarakat. Dengan demikian, informasi
yang diperoleh diharapkan representatif terhadap praktik pembangunan berkelanjutan yang
sedang berlangsung di desa tersebut (Nasution, 2023; Parlauangan, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta
dokumentasi untuk memperoleh data primer dan sekunder. Instrumen penelitian meliputi
pedoman wawancara, lembar observasi, dan lembar dokumentasi yang digunakan untuk
mencatat serta mengumpulkan informasi terkait tanggung jawab kepala desa dalam program
berkelanjutan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model
Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan pemahaman mendalam,
menyeluruh, dan kredibel terkait implementasi ekonomi sirkular dalam pembangunan
berkelanjutan di Desa Pematang Johar (Miles & Huberman, 1992; Sugiyono, 2018; Nasution,
2023).
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Pemahaman Masyarakat Desa Pematang Johar Mengenai Program Pembangunan
Berkelanjutan Melalui Ekonomi Sirkular

Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menyajikan data yang diperoleh melalui
wawancara yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 dengan masyarakat lokal yang
ada di desa Pematang Johar. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang
jelas mengenai kondisi sosial dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap program
pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi sirkular.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terkhusus kepada masyarakat yang
ada di Dusun XV setiap masyarakat yang ada di dusun tersebut mengatakan bahwa pandangan
mereka tentang pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu upaya yang bisa diterapkan
dalam sebuah wilayah dimana harapannya untuk dapat menciptakan serta mewujudkan
kelestarian lingkungan hidup. Masyarakat mengatakan bahwa upaya pembangunan
berkelanjutan serta salah satu program-nya sudah ada diterapkan sebelumnya di desa tersebut
yaitu dengan diadakannya program bank sampah. Bahkan masyarakat mengatakan bahwasanya
dalam proses pelaksanaan program tersebut masyarakat turut antusias atau berpartisipasi dalam
menjalankan program tersebut. Dimana dalam hal ini diungkapkan oleh salah satu masyarakat
yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Adi yang mengatakan:

Bahwa dalam proses pembuatan program pembangunan berkelanjutan yaitu bank
sampah, narasumber mengatakan mayoritas masyarakat memahami pembangunan
berkelanjutan secara sederhana semata-mata hanya sebagai upaya menjaga kebersihan
lingkungan dan mencegah pencemaran. Konsep ekonomi sirkular belum sepenuhnya dipahami
secara menyeluruh sebagian masyarakat hanya mengenal praktik pembuangan sampah.
Kesadaran bahwa program ini juga bertujuan menjaga kualitas lingkungan untuk generasi
mendatang belum sepenuhnya tertanam. (Wawancara 28 Juli 2025).

Dalam pernyataan narasumber tersebut, masyarakat awalnya mengetahui serta
menyetujui terkait program yang akan dilakukan di desa tersebut melalui bank sampah.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, diketahui informasi bahwa
program pengelolaan lingkungan melalui bank sampah pada awalnya muncul atas kesepakatan
masyarakat Dusun XV Desa Pematang Johar. Masyarakat secara bersama-sama menyetujui
program tersebut dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di

sekitar tempat tinggal mereka. Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa gagasan mengenai

214 INOVASI - VOLUME. 5 NOMOR. 1 JANUARI 2026



Analisis Tanggung Jawab Kepala Desa dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Ekonomi Sirkular dalam
Pengelolaan Sampah

program bank sampah ini pertama kali diusulkan oleh Kepala Dusun XV, kemudian
disosialisasikan kepada warga sehingga dapat diterima dan disepakati bersama.

Mayoritas masyarakat lebih melihat program ini sebagai kewajiban menjaga kebersihan
lingkungan, bukan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan jangka panjang.
Meski demikian, dukungan yang ditunjukkan masyarakat terhadap program bank sampah sejak
awal pelaksanaan mencerminkan adanya penerimaan positif terhadap inisiatif pembangunan
berkelanjutan. Hal ini menjadi modal penting bagi perangkat desa dalam mengembangkan
program yang sama ke depan, dengan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai

keterkaitan antara pengelolaan lingkungan, aspek ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Program Bank Sampah

Pelaksanaan program bank sampah di Dusun XV Desa Pematang Johar dirancang untuk
mengurangi timbunan sampah rumah tangga sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat
terhadap kebersihan lingkungan. Mekanismenya dilakukan melalui pengumpulan sampah
plastik oleh dua petugas setiap minggu. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah dan
sebagian diolah menjadi ecobrik sebagai bahan bangunan atau kerajinan. Untuk mendukung
kegiatan ini, masyarakat berpartisipasi melalui iuran yang digunakan sebagai biaya operasional
petugas.

Dengan kata lain, keberlangsungan program sangat bergantung pada partisipasi
masyarakat, baik dalam bentuk kesediaan memilah sampah rumah tangga maupun memberikan
kontribusi dana. Hal ini disampaikan langsung dari perangkat desa sendiri yaitu ibu Yanti salah
satu masyarakat yang turut berpartisipasi, beliau mengatakan:

Narasumber mengalami dampak langsung dari kegiatan program pembangunan
berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dalam pengelolaan bank sampah, dimana narasumber
mengatakan program ini sejujurnya sudah baik untuk diterapkan. Berdasarkan penjelasan yang
diberikan oleh narasumber, dimana pada dasarnya banyak masyarakat mendukung keberadaan
program bank sampah sebagai salah satu upaya menjaga kebersihan lingkungan di Dusun XV
Desa Pematang Johar serta mempersiapkan program yang berkelanjutan. Namun dalam
perjalanan pelaksanaannya, program tersebut mengalami sejumlah kendala yang menyebabkan
kegiatan akhirnya terhenti. Salah satu kelemahan yang disampaikan oleh narasumber adalah
terkait dengan aspek pendanaan. Dalam praktiknya, sampah rumah tangga dikutip oleh dua
orang petugas setiap minggunya untuk kemudian diolah menjadi ecobrik. Akan tetapi, kegiatan
pengutipan sampah tersebut tentu memerlukan biaya operasional yang harus ditanggung oleh

masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi persoalan, sebab tidak semua masyarakat bersedia
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berpartisipasi secara konsisten, terutama ketika harus mengeluarkan biaya tambahan untuk
mendukung keberlangsungan program. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat
dukungan awal dari masyarakat, keterbatasan dana serta kurangnya partisipasi menyeluruh
menjadi faktor utama yang menghambat keberlanjutan program bank sampah diterapkan dalam
jangka panjang, serta tentu memberikan dampak terhadap menurunnya kualitas pengelolaan
lingkungan di Dusun XV Desa Pematang Johar. (Wawancara pada 25 Juli 2025).

Selanjutnya diperkuat oleh pendapat dari salah satu narasumber yaitu Bapak Sumaryono
selaku Kepala Dusun XV yang mengatakan:

Beliau menyampaikan bahwa program tersebut merupakan gagasan dari beliau, serta
narasumber mengatakan bahwa ketersediaan beliau turut berperan aktif. Setelah memunculkan
ide, beliau melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hingga mengoordinasikan jalannya
pelaksanaan. Narasumber mengatakan bahwa Bank sampah pada mulanya dianggap sebagai
salah satu solusi yang tepat untuk mengurangi permasalahan sampah rumah tangga yang
menumpuk dan mencemari lingkungan sekitar. Namun, menurut penuturan beliau, program
tersebut pada akhirnya tidak dapat berjalan dengan baik dan terhenti. Dalam pelaksanaan,
beliau mengatakan telah berupaya mengeluarkan tenaga yang cukup ekstra dikarenakan
sepanjang perjalanan program tersebut dapat dikatakan dikelola oleh beliau, Masyarakat
menganggap bahwa dengan memberikan iuran biaya operasional, tanggung jawab mereka
sudah terpenuhi, sehingga mereka merasa tidak lagi perlu ikut serta secara langsung dalam
membantu pemerintah desa menjalankan program bank sampah. Selain keterbatasan tenaga,
narasumber juga mengatakan bahwasanya dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah
desa belum sepenuhnya untuk mengawasi serta berpartisipasi dalam program tersebut. Bahkan
bantuan dari desa juga masih minim terhadap pelaksanaan program tersebut. Narasumber
mengatakan bahwasanya dengan waktu kurang lebih dua (2) tahun sudah cukup untuk
mempertahankan program tersebut dengan mengandalkan tenaga sendiri dengan dibantu oleh
dua orang petugas yang ditugaskan untuk mengutip sampah setiap minggunya.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas, bahkan cenderung
pasif, karena mereka memaknai iuran biaya operasional sebagai bentuk tanggung jawab yang
sudah cukup, tanpa perlu terlibat lebih jauh dalam mendukung keberlangsungan program.
Keterbatasan tenaga dan minimnya dukungan dari pemerintah desa juga menjadi hambatan
besar dalam mempertahankan program. Pengawasan dan bantuan yang belum maksimal
membuat bank sampah berjalan hanya dengan tenaga kepala dusun bersama dua orang petugas

pengutip sampah.
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Meskipun program sempat bertahan selama kurang lebih dua tahun, kenyataannya
keberlangsungan bank sampah sulit dijaga tanpa adanya kolaborasi yang kuat antara
masyarakat dan pemerintah desa. Dengan demikian, yang terlihat dari pengalaman tersebut
adalah bahwa program bank sampah di Dusun XV masih bersifat individualistis, bergantung
pada satu figur penggerak, belum menjadi kesadaran kolektif masyarakat, serta belum
didukung penuh oleh pemerintah desa. Faktor-faktor inilah yang akhirnya membuat program

tersebut berhenti.

Kendala dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Program Bank Sampah

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dalam pengelolaan
sampah di Desa Pematang Johar menghadapi sejumlah kendala serius. Pada awalnya
masyarakat cukup antusias berpartisipasi dalam program bank sampah, baik melalui pemilahan
maupun penyetoran sampah. Namun, seiring waktu, partisipasi tersebut mulai menurun akibat
rendahnya kesadaran lingkungan dan anggapan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung
jawab pemerintah desa semata. Akibatnya, kegiatan inti program tidak dapat berjalan optimal,
bahkan banyak warga kembali pada kebiasaan lama seperti membakar atau membuang sampah
sembarangan.

Selain rendahnya partisipasi, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi
penghambat utama keberlanjutan program. Fasilitas penampungan sampah yang tidak
memadai, keterbatasan kendaraan angkut, serta ketiadaan mesin pencacah membuat
pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan
penumpukan sampah tanpa adanya pengolahan lebih lanjut, sehingga manfaat yang diharapkan
dari program bank sampah tidak tercapai. Keterbatasan dukungan dana operasional dari
pemerintah desa semakin memperparah keadaan, karena biaya pengelolaan akhirnya harus
dibebankan kepada masyarakat.

Dampak dari terhentinya program bank sampah sangat terasa, baik dari aspek sosial,
ekonomi, maupun lingkungan. Volume sampah kembali meningkat, kebiasaan membuang
sampah sembarangan memicu banjir, dan masyarakat kehilangan keuntungan ekonomis dari
hasil pengolahan sampah. Padahal, ketika berjalan, program ini terbukti mampu meningkatkan
kebersihan lingkungan, membentuk kebiasaan memilah sampah, serta memberikan manfaat
nyata berupa produk olahan seperti kompos dan ecobrik. Hal ini menunjukkan bahwa
keberhasilan bank sampah sangat bergantung pada sinergi antara partisipasi aktif masyarakat,
dukungan fasilitas yang memadai, serta komitmen pemerintah desa dalam menyediakan

pengawasan dan pendampingan berkelanjutan.
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Pemahaman Masyarakat Desa Pematang Johar Mengenai Program Pembangunan
Berkelanjutan Melalui Ekonomi Sirkular

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan di Desa Pematang Johar Kecamatan
Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, ditemukan bahwa sebagian masyarakat telah
memahami tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masyarakat mengetahui bahwa
mereka memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum serta dapat digunakan untuk
memperjuangkan kepentingan bersama, seperti masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang
sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, tanpa harus bekerja sama dengan perangkat desa atau lembaga yang berkaitan. Hal
tersebut membuat masyarakat beranggapan bahwa keterlibatan mereka hanya sebatas ketika
diperlukan dalam pelaksanaan program, bukan sebagai peran yang berkesinambungan dan
berjangka panjang.

Pemahaman mengenai pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya dipandang
sebagai perlindungan lingkungan, melainkan juga mencakup hubungan antara ekonomi, sosial,
dan lingkungan alami. Dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan, pengelolaan
sumber daya alam perlu dilakukan dengan cermat agar generasi mendatang tetap bisa
menikmati kekayaan alam tersebut. Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan
prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada empat (4) yang
perlu diperhatikan yaitu adanya pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan
perspektif jangka panjang (Rahadian, 2016).

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwasanya
pembangunan berkelanjutan merupakan strategi yang dapat digunakan sebagai upaya untuk
mempertahankan lingkungan hidup dengan memperhatikan beberapa elemen yang menunjang
proses pembangunan berkelanjutan tersebut dapat terjadi.

Namun, dalam praktik di lapangan, penerapan beberapa strategi tersebut belum
sepenuhnya dapat terimplementasikan dengan baik, khususnya di Desa Pematang Johar.
Berdasarkan temuan lapangan, partisipasi masyarakat terhadap program yang diselenggarakan
masih belum maksimal. Masyarakat beranggapan bahwa dalam pengelolaan bank sampah
tersebut hanya menjadi tugas dari pemerintah desa terkhusus kepala dusun. Selain itu
minimnya juga komunikasi yang baik antara pemerintah desa terhadap masyarakat terkait
mekanisme pelaksanaan program tersebut sehingga tidak dapat berjalan baik sesuai dengan

prinsip pembangunan berkelanjutan.
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Ketiadaan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan bank
sampah menunjukkan lemahnya penerapan strategi partisipasi yang seharusnya menjadi
komponen utama dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan. Ketika masyarakat
menganggap bahwa pengelolaan bank sampah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah
desa, khususnya kepala dusun, serta minimnya komunikasi yang efektif mengenai mekanisme
pelaksanaan program, maka prinsip pembangunan berkelanjutan sulit terwujud. Kondisi ini
tidak hanya menghambat efektivitas program dalam mengurangi permasalahan sampah, tetapi
juga melemahkan kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan bersama
dalam menjaga lingkungan. Dengan demikian, kegagalan membangun pola kerja sama yang
partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat berimplikasi pada terhentinya program

bank sampah serta menurunnya kualitas lingkungan di Desa Pematang Johar.

Pelaksanaan Program Bank Sampah

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menekankan keseimbangan antara
pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial, sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, hasil penelitian di Desa Pematang Johar
menunjukkan bahwa pelaksanaan program bank sampah tidak berjalan sesuai mekanisme
umum, karena masyarakat justru dikenakan biaya operasional alih-alth memperoleh
keuntungan dari hasil penjualan sampah yang telah dipilah. Kondisi ini tidak hanya
bertentangan dengan regulasi, tetapi juga menurunkan motivasi dan partisipasi masyarakat,
sehingga keberlangsungan program terancam. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dana
operasional, insentif bagi warga, serta pengawasan yang memadai dari pemerintah desa agar

tujuan pembangunan berkelanjutan benar-benar tercapai.

Kendala dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Program Bank Sampah
Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Dusun XV Desa Pematang Johar, Bapak
Sumariono, menegaskan bahwa tantangan utama program bank sampah adalah minimnya
dukungan finansial, sumber daya manusia, serta pengawasan dari pemerintah desa maupun
daerah. Keberlangsungan program sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan
ketersediaan sarana prasarana, yang sayangnya masih sangat terbatas. Kepala Desa Pematang
Johar, Bapak Sumarno, juga mengakui bahwa dukungan desa hanya berupa timbangan dan
beberapa karung goni tanpa adanya alokasi dana khusus, padahal kebutuhan operasional jauh

lebih kompleks. Lemahnya koordinasi dan ketiadaan evaluasi berkala membuat masalah kecil
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yang muncul sejak awal tidak terselesaikan, sehingga menghambat optimalisasi program di

masyarakat.

Dampak Nyata bagi Masyarakat terhadap Program Bank Sampah di Desa Pematang Johar

Hasil penelitian di Desa Pematang Johar menunjukkan bahwa terhentinya program
pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dalam pengelolaan bank sampah
membawa dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, mulai dari meningkatnya volume
sampah, kembalinya kebiasaan membuang sampah ke parit yang memicu banjir, hingga beban
biaya operasional yang harus ditanggung sendiri oleh warga setelah sebelumnya dapat ditekan
melalui mekanisme bank sampah. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan
kurangnya tanggung jawab pemerintah desa, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak tercapai dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pun menurun drastis. Selain itu, manfaat ekonomi
dari pengolahan sampah seperti pupuk kompos maupun ecobrik tidak lagi dirasakan warga
karena distribusinya tidak transparan dan cenderung merugikan sebagian pihak. Fakta ini
menegaskan bahwa bank sampah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan, tetapi hanya dapat berjalan efektif jika disertai pengawasan yang kuat,
mekanisme distribusi yang adil, dan komitmen nyata dari pemerintah desa dalam mengelola

setiap tahapan secara konsisten.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pematang Johar Kecamatan
Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan tanggung
jawab Kepala Desa dalam pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dalam
pengelolaan bank sampah masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan
lemahnya dukungan pemerintah desa baik dari segi pendanaan, fasilitas, maupun pengawasan
berkelanjutan. Meskipun pada awalnya program bank sampah berjalan cukup baik, seiring
waktu keberlanjutan program tidak terjaga karena kurang adanya koordinasi, pemantauan, serta
evaluasi yang sistematis dari pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Kepala
Desa belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009, yang menekankan pada asas
keterpaduan, tanggung jawab, dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. (2)
Terhentinya program bank sampah memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan

lingkungan desa. Dampak tersebut antara lain menurunnya kualitas kebersihan lingkungan
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karena sampah kembali menumpuk, berkurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah
sampah, serta hilangnya manfaat ekonomi yang sebelumnya diperoleh dari hasil daur ulang
seperti pupuk kompos dan ecobrik. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang
No. 32 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup adalah menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat,

serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
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